
BUPATI KERINCI 

PROVIN SI JAMBI 

PERATURAN BUPATI KERINCI 

NOMOR x TAHUN 2025 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT 

PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, 

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM 

KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI 

TAHUN 2025-2029 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KERINCI, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) 

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan 

Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah 

Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan 

Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 

2025-2029; 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undan.g - 



Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman.a 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6887); 

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang 

Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 6959); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502), sebagaiman.a telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan. Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 

tentang Perizinan Berbasis Risiko (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2025 Nomor 749); 

Menetapkan  

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA 

TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, PUSAT 

KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM 

KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025-

2029. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci. 

2. Bupati adalah Bupati Kerinci. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 



4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan. Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah. 

6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan. 

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 

sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai 

fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dani 

ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit 

pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 

kegiatan teknis penunjang tertentu. 

9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah 

fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan 

masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertarna, dengan 

Iebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 

10. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah 

Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis 

penyakit yang berada di tingkat daerah. 

11. Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya disebut Labkesda adalah 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas 

operasional pelayanan kesehatan Laboratorium. 

12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang 

selanjutnya disebut uPTD RSUD yang unit yang menerapkan Pola 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). 

13. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang 

selanjutnya disebut UVID Puskesmas adalah Unit yang menerapkan Pola 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). 

14. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya 

disebut UFTD Labkesda adalah Unit yang menerapkan Pola Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). 

15. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat Renstra BLUD adalah dokumen perencan.aan perencanaan BLUD 

untuk periode 5 (lima) tahunan. 



16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD 

adalah dokumen perencanaan. Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

17. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah 

dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan 

sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. 

Pasal 2 

(1) Renstra BLUD UPTD RSUD, Puskesmas dan Labkesda merupakan 

penjabaran dan i RPJMD Kabupaten dan Renstra Dinas. 

(2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman 

dalam penyusunan RBA. 

(3) Renstra BLUD UPTD RSUD, Puskesmas dan Labkesda dirumuskan dalam 

Rencana Kerja Dinas dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD. 

Pasal 3 

Penyusunan Renstra BLUD bertujuan untuk merumuskan gam.baran 

pelayanan yang akan diselenggarakan yang terdiri dan i rencana 

pengembangan layanan, strategis dan arah kebijakan, rencana program dan 

kegiatan, dan rencana keuangan. 

BAB II 

SISTEMATIKA RENSTRA BLUD 

Pasal 4 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Dolcumen Renstra BLUD Tahun 

2025-2029. 

(2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Renstra BLUD UPTD RSUD Bukit Kerman; 

b. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Siulak Gedang; 

c. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Tamiai; 

d. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Kersik Tuo; 

e. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Jujun; 

f. Renstra BLUD UPTD Puskesmas Lempur; dan 

g. Renstra BLUD UPTD Labkesda. 



AINAL EFENDI 

(3) Renstra BLUD 

disusun dengan 

a. BAB I 

b. BAB II 

c. BAB III 

d. BAB IV 

e. BAB V 

f. BAB VI 

Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

sistematika sebagai berikut: 

PENDAHULUAN 

GAMBARAN UMUM PELAYANAN 

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 

VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN 

RENCANA STRATEGIS 

PENUTUP 

Pasal 5 

Rincian Renstra BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati mi. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam. Berita Daerah Kabupaten Kerinci. 

Ditetapkan di Siulak 

pada tanggal e OESE gf 2025 

BUPATI KERINCI, 

Diundangkan di Siulak 

pada tanggal g pest-mo It" 2025 

SEKRE DAERAH KABUPATEN KERINCI, 

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025 NOMOR  3'5- 
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